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ABSTRAK 

 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KONTRAK SECARA SEPIHAK 

TERHADAP KARYAWAN BANK RAKYAT INDONESIA  

DI PALEMBANG 

 

Oleh 

Bely Nasution 

 

 Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini 

tergolong jenis penelitian hukum sosiologis yang bersifat menjelajah 

(Explanatoris), sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan 

data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dilakukan dalam rangka 

memperoleh data sekunder. dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum primer 

dan bahan untuk sekunder, terhadap buku-buku, majalah-majalah, makalah 

seminar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang 

kewenangan pegawai, dan bank dan Penelitian lapangan (Field Reseacrh). 

 

Penelitian lapangan ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer 

secara langsung di lokasi penelitian, dengan menggunakan instrumen penelitian 

berupa pengamatan dan wawancara dengan responden yang dipilih berdasarkan 

(Random sampling). Bentuk tindakan pemutusan hubungan kerja kontrak terhadap 

karyawan di Bank BRI Cabang Sriwijaya dengan surat keputusan pemberhentian, 

disebabkan meninggalkan pekerjaan (cuti) yang melewati hari yang telah 

ditentukan, pengurangan atau pengunduran diri, pensiun dan meninggal dunia yang 

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam suatu kesepakatan perjanjian hubungan 

kerja kontrak yang telah ditentukan kedua belah pihak dan Kendala pemutusan 

hubungan kerja kontrak secara sepihak terhadap karyawan Bank BRI banyak 

melakukan ketentuan, akibat tidak mampu membayari pesangon kepada karyawan, 

Pekerjaan pada karyawan tidak maksimal atau tidak memenuhi target dan kurang 

menguasai, dam Bank tidak mampu  memberikan kompensasi  terhadap karyawan 

yang telah di PHK. 

 

Kata Kunci: Pemutusan hubungan kerja, kontrak dan Bank BRI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh 

sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai 

dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.  

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah 

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat 

Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang 

merdeka, bersatu, berdaulatan adil dan makmur.  

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan 

oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka 

rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.    

Setiap orang selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi 

kebutuhanya.Untuk mendapatkan biaya seseorang perlu bekerja .Bekerja dapat 

dilakukan secara mandiri atau bekerja pada orang lain.Bekerja kepada orang 

lain dapat dilakukan dengan bekerja pada negara yang selanjutnya disebut 

dengan Pegawai dan Karyawan atau Bekerja pada orang lain yang disebut 

dengan buruh atau pekerja.1 

Masalah mengenai  pemutusan hubungan kerja selalu menarik untuk 

dikaji dan ditelaah lebih mendalam.Tenaga kerja selalu menjadi pihak yang 

                                                 
1
Bahder Johan, 2004, Hukum ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja, Mandar Maju, 

Bandung.hlm.32 
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memiliki kekuatan. Sebagai pihak yang selalu dianggap lemah,tidak jarang 

para tenaga kerja selalu mengalami ketidakadilan apabila berhadapan dengan 

kepentingan perusahaan.2 

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan suatu hal kegiatan yang 

sangat ditakuti oleh  pekerja/buruh yang masih aktif bekerja. Hal ini karena 

kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut 

marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada PHK yang dilakukan 

dengan sangat tidak terecana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang 

bekerja pada waktu ini selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan 

giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaannya yang menjadi penopang hidup 

keluarganya.                                        

PHK merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, 

khususnya dari pihak pekerja /buruh, karena dengan PHK tersebut, 

pekerja/buruh yang bersangkutan akan kehilangan mata pencarian untuk 

menghidupi dirinya dan keluarganya. Oleh karenanya pihak-pihak yang terlibat 

dalam hubungan industrial (yakni pengusaha, pekerja/buruh, serikat 

pekerja/serikat buruh, dan pemerintah) hendaknya mengusahakan dengan 

segala upaya agar jangan terjadi PHK.Walaupun demikian, apabila segala 

upaya telah dilakukan (secara Bippartit), dan PHK tidak dapat dihindari, 

maksud PHK tersebut wajib dirundingkan (membahas mengenai hak-hak atas 

PHK) oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang 

bersangkutan(apabila tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh atau 

                                                 
2 Sutedi Andrian, 2009,Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.56 
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tidak ada SP/SB di perusahaan tersebut).Dengan kata lain, PHK yang tidak 

terdapat alasan dan normanya dalam undang-undang ketenagakerjaan, dapat 

dilakukan dengan bersaran hak-haknya harus disepakati melaui perundingan.3 

Kerja kontrak dilandasi oleh adanya syarat waktu, yaitu apabila pekerja 

tersebut bersifat musiman, tergantung cuaca, atau dapat dipastikan bahwa 

pekerja tersebut tidak memakan waktu. Misalnya, pekerjaan sebagai guru yang 

saat ini mengunakan kontrak. Padahal pekerja sebagai guru bukan merupakan 

pekerjaan musiman.                                                                                                               

Fenomena menarik  lainya  adalah mengenai masa percobaan.Saat ini, 

hampir seluruh pemberi kerja memberikan klausal masa percobaan dalam 

kontrak kerja, yaitu masa percobaan adalah enam bulan atau setahun, baru 

kemudian pekerja diangkat sebagai pekerja tetap. Padahal masa percobaan 

tidak boleh lebih dari tiga bulan. Masa percobaan tidak boleh diperpajang, 

apabila masa percobaan telah lewat, pemberi kerja harus memutuskan apakah 

akan menerima pekerja dikontrak  untuk beberapa kali masa kerja dan belum 

diangkat sebagai pekerja tetap. Menyikapi hal ini seharusnya bagian 

pengawasan dari perusahaan tersebut harusnya dapat memaksa pihak 

pengusaha. Apabila pengusaha bersangkutan tetap tidak mau maka pengusaha 

terkait dapat terkena pidana. Apabila mekanisme pengawsan tidak juga 

berjalan dengan baik maka kita kembali ke masa klasik, yaitu bahwa hukum di 

Indonesia tidak ditegakkan dengan baik. Hal ini menyebabkan para pekerja 

yang mencari keadilan harus melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu 

                                                 
3 Aksikin Zainal, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 
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dilakukan oleh seorang warga negara, membawa setumpuk bukti dan saksi-

saksi ketika melakukan pelaporan ke pengawasan. Seharusnya hal tersebut 

tidak perlu dilakukan karena pengawas memiliki hak untuk melakukan 

penyelidikan. Sebetulnya fungsi penyidikan itu sudah disediakan oleh negara 

kepada penyidikikan atau penyidik PNS untuk masalah-masalah khusus seperti 

perburuhan.4 

Beberapa tahun terakhir ini banyak perusahaan yang menawarkan 

pensiun dini kepada karyawannya. Penawaran ini harus dilihat dalam konteks 

negosiasi. Apabila negosiasi tersebut dipandang baik oleh para pihak, 

penawaran tersebut tidak menjadi masalah. Hal yang menjadi masalah adalah 

apabila kedudukan para pihak dalam negosiasi tidak seimbang, sehingga 

kebijakan pensiun dini tersebut justru menjadi hal yang dipaksakan. Disamping 

itu, infrastruktur dan pengawasan dalam pelaksanaan hukumnya masih kurang 

baik(dalam arti ketika ada penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang sulit sekali untuk memberikan sanksi bagi mereka).    

 Terdapat poin menarik, tentang pertanyaan besar yang ada, yaitu 

apakah pesangon yang diberikan pengusaha sudah memadai atau belum. 

Apabila pemberian pesangon sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku maka tidak ada permasalahan. Akan tetapi apabila 

dilihat dari keadaan pekerja/buruh, ketika yang besangkutan mengalami PHK, 

untuk ke depannya pekerja /buruh tersebut sudah tidak mendapatkan 

                                                 
4 Widjaya  Rai.G.I, 2003, Merancang Suatu Kontrak, Saint Blanc, Bekasi Timur, Indonesia. 
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pemasukan lagi. Di sini terlihat bahwa pesangon bukan merupakan hal utama, 

melainkan keamanan dalam bekerja, yang dalam arti bahwa ketika buruh 

bekerja, buruh tersebut merasakan khawatir bahwa sewaktu-waktu akan 

mendapat PHK.5 

Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan cita-cita berdirinya 

Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 

1945.Pasal 27 menyebutkan “Setiap warga negara berhak atas pekerja dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’’.   

Di era globalisasi ini, permasalahan tentang sumber daya manusia 

dalam suatu perusahaan menuntut untuk lebih diperhatikan, sebab secanggih 

apapun teknologi yang dipergunakan dalam suatu perusahaan serta sebesar 

apapun modal yang diputar perusahaan, karyawan dalam perusahaan yang pada 

akhirnya akan menjalankannya. Hal ini menujukkan bahwa tanpa didukung 

dengan kualitas yang baik dari karyawan dalam melaksanakan tugasnya, 

dengan adanya modal dan teknologi yang canggih mustahil akan membuahkan 

hasil yang maksimal, sebab termasuk tugas pokok karyawan adalah 

menjalankan  proses  produksi  yang  pada  mencapai  keberhasilan  

perusahaan. Oleh  karna  itu  konstribusi karyawan  pada  suatu  perusahaan  

akan  menentukan  maju  mundurnya  perusahaan.  Saat  menjalankan 

fungsinya sebagai salah satu elemen utama dalam suatu sistem kerja, karyawan 

tidak bisa lepas dari berbagai kesulitan dan masalah. Salah satu permasalahan 

                                                 
5 Salim,HS 2004, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta. 
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yang sedang marak saat ini adalah karena krisis ekonomi yang terjadi sehingga 

banyak perusahaan di indonesia.                                                                                                                     

Perusahaan harus mengurangi karyawannya dengan alasan  efisien, 

kondisi seperti ini diikuti oleh meningkatkannya pemutusan hubungan 

kerja(PHK) sehingga seiap karyawan yang tidak mempunyai kompetensi tinggi 

harus memikirkan alternative pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Pertambahan penduduk yang berlangsung di negara-negara  

berkembang cendrung mempertajam kepicangan dalam pembagian pendapatan. 

Hal ini  disebabkan keluarga-keluarga justru lebih bertambah di antara 

golongan masyarakat  dengan pendapatan rendah. Selama ini tingkatan 

kematian di negara -negara  berkembang pada umumnya berkurang berkat 

kebijaksanaan kesehatan umum, akan tetapi tingkatan kelahiran tetap konstan. 

Dalam hubungan ini tingkat kesuburan yang tinggi dengan lingkungan sosial  

ekonomis yang bersangkutan. Diantara para keluarga yang termasuk golongan 

yang berpenghasilan  rendah terdapat pandangan dan perasaan bahwa adanya 

anak kelak sehingga merupakan jaminan hari tua untuk menujang kebutuhan 

orang tua pada umumnya hari depan. Jika hal ini terus berlangsung maka kita 

akan dibaratkan berada dalam suatu lingkaran yang tak berpangkal. Sebab satu 

sama lain hanya menambah cadangan angkatan kerja yang akan menekan 

tingkat upah tenaga kerja di sektor-sektor  kegiatan ekonomi yang ada sehingga 

akan menimbulkan beban pengangguran secara terbuka.                                                                                                                                                                                                         
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Bagi  pekerja masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan 

masalah  yang  kompleks, karena mempunyai hubungan dengan masalah 

ekonomi maupun psikologi. Masalah ekonomi karena pemutusan hubungan 

kerja (PHK) akan menyebabkan hilangnya pendapatan, sedangkan masalah 

psikologi yang berkaitan dengan merambat kedalam masalah pengangguran 

dan kriminalitas. 

Pada kenyataannya, jangankan untuk memperoleh kehidupan yang 

layak. Untuk memperoleh pekerja atau jaminan hidup pun sulit masih jauh dari 

harapan , malahan pekerja yang sudah memiliki pekerja walau ala kadarnya 

dalam prakeknya sangat mudah kehilangan pekerjaan dengan cara pemutusan 

hubungan kerja (PHK) 

Selain itu, terdapat juga alasan-alasan PHK di luar hukum, mksudnya 

alasannya tidak diatur dalam hukum tetapi akan melaui proses yang sama 

dengan yang didalam hukum. Alasan-alasan tersebut antara lain alasan 

ekonomi, misalnya terjadi penganguran jumlah produksi, efesiensi, atau 

perusahaan ingin memperkuat produksi di satu daerah, sehingga di daerah lain 

di tutup; alasan solidaritas, misalnya kedua serikat pekerjanya dipecat dan 

terakhir adalah alasan politik.6        

Oleh karena itu pihak pemerintah hendaklah memberikan atuaran 

tindakan hukum dalam suatu perusahaan/pengusaha yang nakal melakukan 

tidakan PHK terhadap karyawan yang tidak tahu sebab dan akibat yang  jelas.                                                                                                                                                                                                                          

                                                 
6 Loc.cit., Halm. 67 
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Pemutusan hubungan kerja (PHK) pada berakhirnya karena jangka 

waktu perjanjian kerja yang telah disepakati. PHK pada ini yang terjadi demi 

hukum yaitu PHK yang terjadi dengan sendirinya secara otomatis pada saat 

berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjajian kerja, kecuali 

dilakukan PHK karena adanya pengakhiran hubungan kerja oleh salah satu 

pihak.7    

Tetapi tidak jarang dapat kita temukan banyak pekerja/buruh setelah 

mereka terkena PHK, pekerja/buruh kadang meminta kepada pihak 

pengusaha/perusahaan untuk dibayarkan hak-hak mereka melebihi apa yang 

diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dengan kondisi inilah yang membuat 

persoalan penyelesaian perselisihan PHK sulit diselesaikan. 

Kemudian yang akan menjadi permasalahanya sekarang ini adalah 

apakah dengan adanya undang-undang  pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa 

mempermudah proses pemutusan hubungan kerja kontrak terhadap karyawan 

itu sendiri dan adanya undang-undang tersebut  dapat menjamin kesejahtraan 

hidup karyawan/pekerja yang telah di PHK. Oleh karena itu diperlukan 

tindakan tegas kepada pemerintah yang terkait dalam menindak lanjuti PHK 

terhadap karyawan oleh pengusaha/perusaahaan untuk tidak melakukan hal 

yang sama dalam PHK tanpa sacara sepihak.                                                                                                         

Keinginan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh terutama yang 

berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut di atas 

merupakan  latar belakang dari permasalahan dalam penelitian skripsi yang 

                                                 
7 Ibid,.Halm.68 
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berjudul  :  “PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KONTRAK SECARA 

SEPIHAK TERHADAP  KARYAWAN  BANK  RAKYAT  INDONESIA”   

                  

B. Perumusan masalah  

Bertitik  tolak  dari  seluruh  uraian  yang  telah  dikemukakan  

sebelumnya  yang  menjadi  permasalahan  dalam  skripsi  ini  adalah  : 

1. Bagaimana  bentuk  tindakan  pemutusan  hubungan  kerja  kontrak  secara  

sepihak  terhadap  karyawan  ? 

2. Bagaimana  kendala  pemutusan  hubungan  kerja  kontrak  secara  

sepihaknya  terhadap  karyawan  ?    

 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan  

Sejalan  dengan  judul  dan  permasalahan  yang  hendak  diteliti,  dan  

untuk  menghidari  pembahasan  yang  terlalu  luas  sehingga  mengaburkan  

hasil  penelitian  yang  hendak  dicapai  maka  pembahasan  dalam  skripsi  ini  

dihubungkan  dengan  hal-hal  yang melatar  belakangi  dan  mempengaruhi  

terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja  serta  upaya-upaya  dilakukan  dalam  

rangka  proses   dan  penangulangan  pemutusan  hubungan  kerja. 

Ruang  lingkup  penelitian  terutama  dititik  beratkan  pada  

penelusuran  hukum  kontrak PHK dalam  Undang-Undang  No. 13  Tahun  

2003,  dengan  tidak menutupi kemungkinan menyinggung  pula hal-hal  lain  

yang  ada  hubungannya  dengan  hal  tersebut. 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Untuk mengetahui bagimana bentuk tindakan  pemutusan hubungan kerja 

kontrak secara sepihak yang sebenarnya dalam prosedur/tata cara 

penyelesaian PHK kontrak secara sepihak yang diatur dalam undang-

undang. 

2. Untuk mengetahui apabila terjadi kendala pemutusan hubungan kerja 

kontrak secara sepihak yang telah di sepakati. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definsi atau konsep-konsep khusus 

yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian 

iniperlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan 

istilah-istilah yang terkait dengan permasalah, antara lain. 

1. Pengertian Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling 

berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, 

biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang 

diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, 

sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para 

pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka 

buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak 

yang sah 
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2. Pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

3. Macam-Macam kontrak adalah Merupakan penggolongan kontrak yang 

didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. 

4. Azaz Hukum Kontrak adalah hukum kontrak dikenali lima azas penting, 

yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt 

servanda asas kepastian hukum, asas iktikad baik, dan asas kepribadian 

5. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja Kontrak adalah langkah 

pengakhiran hubungan kerja antara buruh, karyawan (pekerja) dengan 

majikan atau pengusaha yang disebabkan karena suatu keadaan tertentu. 

E. Metode Penelitian 

Suatu penelitian  ilmiah, haruslah menggunakan metode penelitian yang 

tepat agar pembahasan yang dilakukan menjadi lebih sistematis, terarah dan 

mencapai tujuan yang diharapkan.  

Dalam rangka memenuhi persyaratan ilmiah tersebut, maka dalam 

penulisan skripsi ini digunakan metode pendekatan yang bersifat Yuridis 

Empiris. di samping itu tidak menutup kemungkinan juga digunakan 

pembahasan pedekatan yuridis normatif. 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dan manfaat penelitian ini adalah data 

sekunder, data primer dan data tersier.  
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a. Data hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat di dapat dari  

peraturan  perundang-perundangan yang relevan, 

b. Data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-

teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya, 

c. Data hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan 

lainnya. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan antara lain mencakup buku-buku dan peraturan-peraturan lain 

yang ada hubungan lainnya penulisan ini.  

Untuk mendapatan data yang diperlukan baik data yang bersifat 

primer atau sekunder, digunakan metode : 

a. Penelitian kepustakaan (library research)  

 Penelitian kepustakaan ini penulisan dilakukan dalam rangka 

memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

menelusuri bahan-bahan hukum seacara teliti terhadap buku-buku, 

majalah-majalah, makalah seminar, dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku khususnya dibidang kewenangan pegawai.  

b. Penelitian Lapangan (field research) 

 Penelitian lapangan ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer 

secara langsung dilokasi penelitian, dengan mengunakan instrumeat 
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penelitian berupa pengantaran dan wawancara dengan respon penelitian 

yang ditentukan secara sengaja atau bertujuan (purposive sampling).  

3. Pengolahan Data  

Pengolahan data dan dilakukan dengan cara menganalisis data secara 

kualifikasi, untuk dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai 

data yang berkenan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian analisis ini 

diuraikan secara sistematis sehingga menjadi keseluruhan permasalahan, 

lain ditarik suatu kesimpulan.   

F. Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

 BAB I  : PENDAHULUAN  

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup 

dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA  

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya 

dengan permasalahan yang akan dibahas, Penngertian 

Kontrak,Pengertian Bank,Macam-macam Kontrak,Azazs-azas 

Kontrak dan Pengertian PHK kontrak Terhadap Karyawan 
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BAB III : PEMBAHASAN  

A. Bentuk tindakan pemutusan hubungan kerja kontrak secara 

sepihak terhadap karyawan Bank BRI di Palembang? 

B. Kendala Pemutusan Hubungan Kerja Kontrak secara sepihak 

terhadap Karyawan Bank BRI di palembang? 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

L A M P I R A N 
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